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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan tinjuan terkait dengan dasar hukum yang 

digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada Penetapan 

No.79/Pdt.p/2021/PN Skt tentang Penetapan Afwezigheid bisa 

disimpulkan bahwa belum sesuai dengan prosedural yang tertulis 

di dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal 

ini dikarenakan dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan 

Penetapan afwezigheid kepada Wiryawan Sembada Nugorho ( 

WSN) harus melalui beberapa tahapan di antaranya : 

a. Tahapan Tindakan Sementara  yang diatur dalam (Pasal 

463- Pasal 465 KUHPerdata) 

b. Tahapan Pernyataan Barangkali Meninggal dunia yang 

diatur dalam  (Pasal 467- Pasal 472 KUHPerdata) 

c. Tahapan Perwarisan secara definitf yang diatur dalam 

(Pasal 473- Pasal 488 KUHPerdata) 

Tidak hanya berhenti pada tahapan tindakan sementara saja yang 

tertera didalam Pertimbangan Hukum pada No.79/Pdt.P/2021/PN 

Skt tentang penetapan afwezigheid terhadap Wiryawan Sembada 

Nugroho saja. Tetapi harus dipastikan bagaimana kondisi WSN 

sesungguhnya melalui tahapan selanjutnya yaitu pernyataan 
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barangkali meninggal dunia, di mana Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta bisa memberikan kepastian akan kondisi hidup matinya 

WSN sesuai dengan ketentuan dari Pasal 467-Pasal 469 

KUHPerdata. Setelah adanya pernyataan yang diberikan Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta  terkait hidup matinya WSN maka 

tahapan selanjutnya terkait dengan Pewarisan Secara Definitif bisa 

terlaksana. Di mana pada tahapan Pewarisan Secara Definitif para 

Pemohon selaku ahli waris bisa menuntut apa yang menjadi 

keinginannya terhadap harta warisan tersebut mengingat kembali 

bahwa WSN bisa saja sewaktu waktu kembali dan apabila dia 

kembali bisa mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri 

Surakarta untuk status hukumnya di rubah masih hidup. Setiap 

tahapan dalam proses menyatakan seseorang ke dalam status 

afwezigheid tentunya memiliki konsekuensi hukumnya masing-

masing.  

B. Saran 

 

1. Dalam memberikan sebuah dasar Pertimbangan Hukum sebaiknya 

Hakim Pengdilan Negeri Surakarta sebaiknya memperhatikan 

ketentuan selanjutnya untuk mengetahui kepastian dari keberadaan 

hidup matinya si WSN Sehingga dalam memberikan Pertimbangan 

Hukumnya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak hanya 

mengacu pada Pasal 463 KUHPerdata tetapi juga melihat Pasal 
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selanjutnya yaitu Pasal 467- Pasal 469 yang sesuai dengan tahapan 

orang dinyatakan afwezigheid. 

2. Dalam memberikan Penetapan terhadap Wiryawan Sembada 

Nugroho Hakim Pengadilan Negeri Surakarta seharusnya juga 

memperhatikan kepentingan  dari para Pemohon berupa keinginan 

untuk melakukan penjualan terhadap harta warisan yang 

ditinggalkan oleh almarhum Boedijono untuk modal masa depan 

namun terhalang dikarenakan kondisi WSN yang tidak diketahui 

keberadaannya. Artinya untuk melakukan hal tersebut Pemohon 

harus menunggu sampai si WSN kembali sedangkan dalam kasus 

Penetapan No.79/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan 

afwezigheid terhadap Wiryawan Sembada Nugroho hanya 

memberikan penetapan sebatas orang tersebut hilang. Namun 

ketentuan dalam Pasal 467-Pasal 469 KUHPerdata tidak 

dicantumkan, hal ini berkaitan dengan pemanggilan terhadap WSN 

untuk memastikan keberadaan hidup matinya orang tersebut. 

Apabila selama pemanggilan tersebut WSN atau orang yang 

mewakilinya tidak hadir maka bisa ditetapkan dalam status 

barangkali telah meninggal dunia. Sehingga apa yang menjadi 

kepentingan dari para Pemohon dapat terpenuhi dan BHP dalam 

hal ini menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada pihak 

Pemohon. 
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